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PENJELASAN
ATAS
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TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2017 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah
terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang cukup dinamis
yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Masih belum
stabilnya perekonomian global akibat kebijakan negara-negara maju,
moderasi perubahan struktur ekonomi Tiongkok, serta keadaan geopolitik
memberikan tekanan pada perekonomian domestik. Namun, momentum
pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016
diperkirakan mampu dipertahankan pada tahun 2017. Pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi 5,2% (lima
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koma dua persen). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan
meningkatkan kredibilitas kebijakan fiskal, menjaga stabilitas ekonomi
makro, dan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan persepsi positif
pelaku ekonomi.

Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2017 diperkirakan akan
mencapai 4,3% (empat koma tiga persen) atau lebih tinggi dari asumsi
APBN 2017 sebesar 4,0% (empat koma nol persen). Tekanan tingkat inflasi
tersebut antara lain dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia
terutama minyak bumi. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi akan
terus ditingkatkan antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat
pusat maupun daerah. Selain itu bauran kebijakan fiskal, moneter, serta
sektor rill ditujukan untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan
pokok masyarakat sehingga laju inflasi pada tahun 2017 tetap dapat
berada pada rentang sasaran inflasi nasional tahun 2017 yaitu 4,0% +
1,0% (empat koma nol plus minus satu koma nol persen).

Sementara itu, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
Serikat pada tahun 2017 diperkirakan akan berada pada titik
keseimbangan di kisaran Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah)
per satu dolar Amerika Serikat atau relatif melemah dibandingkan
asumsinya dalam APBN 2017 sebesar Rp13.300,00 (tiga belas ribu tiga
ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Penguatan Dolar AS
terhadap nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya
risiko dari rencana kenaikan tingkat suku bunga bank sentral AS sejalan
dengan menguatnya perekonomian Amerika Serikat, serta kebijakan
protektif perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, suku bunga Surat
Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2017
diperkirakan sebesar 5,2% (lima koma dua persen) atau lebih rendah
dibandingkan asumsi APBN 2017 yaitu 5,3% (lima koma tiga persen).
Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut dipengaruhi oleh
sentimen positif implementasi paket kebijakan Pemerintah dalam rangka
meningkatkan investasi dan inflasi yang terkendali.

Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2017
diperkirakan meningkat meskipun dalam skala yang terbatas mencapai
rata-rata USD48,0 (empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) per barel
atau lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2017
sebesar USD45,0 (empat puluh lima dolar Amerika Serikat) per barel. Hal
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ini disebabkan tren peningkatan harga minyak dunia yang dipengaruhi
oleh pembatasan produksi minyak oleh negara-negara OPEC.

Realisasi lifting minyak pada tahun 2017 diperkirakan akan
terealisasi sebesar 815,0 (delapan ratus lima belas) ribu barel per hari,
sama dengan asumsi dalam APBN 2017. Sementara lifting gas bumi
diperkirakan mencapai 1.150 (seribu seratus lima puluh) ribu barel setara
minyak per hari, sama dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun
2017. Pencapaian lifting migas tersebut akan diupayakan melalui
optimalisasi produksi serta beroperasinya lapangan-lapangan baru.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, selanjutnya akan
berdampak pada postur APBN, serta respon kebijakan fiskal Pemerintah
yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN,
antara lain melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang
aman.

Berdasarkan data empiris tahun-tahun sebelumnya, penyerapan
beberapa komponen Belanja Negara, seperti belanja Kementerian
Negera/Lembaga, DAK, dan Dana Desa diperkirakan pada kisaran 95%-—
97% dari pagu yang ditetapkan. Sehingga realisasi defisit anggaran tahun
2017 diperkirakan sebesar 2,67% (dua koma enam puluh tujuh persen)
dari PDB atau lebih rendah dari perkiraan defisit yang telah ditetapkan.

Kondisi perekonomian domestik yang kondusif diharapkan dapat
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun
2017, yaitu yang ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan
Manusia yang diharapkan dapat mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu)
dan Gini Ratio sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dilakukan Dewan Perwakilan
Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Dewan Perwakilan Daerah Nomor: 58/DPD RI/V/2016-2017 tanggal 21
Juli 2017.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017 perlu diatur dengan Undang-Undang.

www.peraturan.go.id



No.6111 4

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 3
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak ketiga yang pajak penghasilannya
ditanggung Pemerintah adalah pihak ketiga yang
memberikan jasa kepada Pemerintah dalam
rangka penerbitan dan/atau pembelian
kembali/penukaran SBN di pasar internasional,
yang antara lain jasa agen penjual dan jasa
konsultan hukum internasional dan jasa agen

penukar/pembeli.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari
sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai
target penerimaan negara melainkan lebih
ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka
mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada
BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan
pengurusan piutangnya melalui mekanisme
pengelolaan  berdasarkan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan

di bidang perbankan.
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Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan
kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam
penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di
bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat
kesulitan geografis desa bersumber dari kementerian

yang berwenang dan/atau lembaga yang

www.peraturan.go.id



No.6111

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Untuk desa yang belum tersedia data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah dapat
digunakan data desa induk secara proporsional
sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk
data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang
sama dengan desa induk atau data yang bersumber

dari Pemerintah Daerah.

Angka 8
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Kurang Bayar DBH Pajak sampai dengan
Tahun Anggaran 2015.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Kurang Bayar DBH SDA sampai dengan
Tahun Anggaran 2015.
Ayat (3)
Huruf a
Penerimaan PBB bagian Pusat sebesar 10%
(sepuluh persen) dibagi secara merata kepada

seluruh kabupaten/kota.
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Bagian daerah yang Dberasal dari Dbiaya
pemungutan, digunakan untuk mendanai kegiatan
sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Huruf b
DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan
Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN yang
pemungutannya  bersifat final  berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN,
penyaluran DBH  dapat  disalurkan  tidak
seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya
diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (4A)
Cukup jelas.
Ayat (4B)
Cukup jelas.
Ayat (4C)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan
kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang
kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan
provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ayat (SA)
Cukup jelas.
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan
untuk mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan
Gas Bumi sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan
Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan
Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh.

Huruf ¢

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan = “penelitian dan
pengembangan” antara lain pemanfaatan areal,
penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan
penerapan sistem tebang pilih tanam jalur.

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari
perubahan kebijakan berupa pengalihan
kewenangan di  bidang  kehutanan  dari
kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Dihapus.
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Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

PDN neto sebesar Rp1.307.585.143.700.000,00 (satu
kuadriliun tiga ratus tujuh triliun lima ratus delapan
puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh
ratus ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan
antara Penerimaan Perpajakan sebesar

Rp1.472.709.861.675.000,0 (satu kuadriliun empat

ratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan

miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PNBP sebesar

Rp260.242.149.353.000,00 (dua ratus enam puluh

triliun dua ratus empat puluh dua miliar seratus

empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga
ribu rupiah) dikurangi dengan Penerimaan Negara
yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas:

a. Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN
dan PPh Pasal 21 sebesar
Rp167.991.322.376.000,00 (seratus enam puluh
tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu
miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah);

b. Penerimaan PBB sebesar Rp15.412.100.000.000,00
(lima belas triliun empat ratus dua belas miliar
seratus juta rupiah);

c. Penerimaan CHT sebesar
Rp147.487.222.498.000,00 (seratus empat puluh
tujuh triliun empat ratus delapan puluh tujuh
miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah);

d. Penerimaan SDA Migas sebesar
Rp72.207.890.000.000,00 (tujuh puluh dua triliun
dua ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan
puluh juta rupiah);

e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar

Rp17.858.519.157.000,00 (tujuh belas triliun
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delapan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus
sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu
rupiah);

f. Penerimaan SDA Kehutanan sebesar
Rp2.788.557.914.000,00 (dua triliun tujuh ratus
delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh
tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar
Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh
miliar rupiah); dan

h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar
Rp671.255.383.000,00 (enam ratus tujuh puluh
satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga
ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (12A)
Cukup jelas.
Ayat (12B)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Dihapus.
Ayat (13A)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kabupaten/kota dengan
ruang fiskal sangat terbatas adalah
kabupaten/kota yang mempunyai ruang fiskal
kurang dari 15% (lima belas persen) dari total
pendapatan daerah yang bersangkutan yang
penggunaannya bersifat umum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kabupaten/kota yang

mengalami penurunan DBH yang sangat besar
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adalah kabupaten/kota yang mengalami

penurunan DBH lebih dari
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (13B)
Cukup jelas.
Ayat (13C)

Pembatasan penurunan alokasi DAU kabupaten/kota

antara 0,8% (nol koma delapan persen) sampai dengan

1,8% (satu koma delapan persen) dilakukan dengan

langkah-langkah:

1. Pembatasan rentang penurunan (capping) DAU
sebagai berikut:

a. kabupaten/kota yang terkoreksi di atas minus
1% (satu persen) ditetapkan penurunan 1%
(satu persen);

b. kabupaten/kota yang turun antara 1% (satu
persen) sampai dengan 2% (dua persen)
ditetapkan  penurunan sesuai persentase
penurunan bagi kabupaten/kota yang
bersangkutan; dan

c. kabupaten/kota yang turun di atas 2% (dua
persen) ditetapkan penurunan 2% (dua persen).

2. Mengalokasikan  sisa/kelebihan DAU  pasca
penyesuaian secara proporsional kepada seluruh
kabupaten/kota kecuali kabupaten/kota yang
alokasi DAU-nya tetap.

Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Pengalokasian DAK Fisik bertujuan untuk membantu

daerah tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan

percepatan pembangunan daerah dan pencapaian

sasaran prioritas nasional.

Ayat (3)

Huruf a
DAK Reguler ditujukan untuk mendanai kegiatan
dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan
publik.
Besaran alokasi DAK Reguler untuk masing-
masing daerah dihitung berdasarkan usulan
daerah dan data teknis, dengan memperhatikan
prioritas nasional, kebutuhan daerah, dan
kemampuan keuangan negara.

Huruf b
DAK Penugasan ditujukan untuk mendanai
kegiatan khusus dengan menu terbatas dan lokus
yang ditentukan dalam rangka pencapaian
sasaran prioritas nasional.
Besaran alokasi DAK Penugasan untuk masing-
masing daerah dihitung berdasarkan wusulan
daerah dan data teknis, dengan memperhatikan
prioritas nasional dan kemampuan keuangan
negara.

Huruf c
DAK Afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan
percepatan penyediaan infrastruktur dan
sarana/prasarana di daerah yang termasuk
kategori daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau
daerah transmigrasi.
Kabupaten/kota daerah perbatasan dengan
negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan,

dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Besaran alokasi DAK Afirmasi masing-masing
daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan
data teknis dengan memperhatikan karakteristik
daerah dan kemampuan keuangan negara.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan
pada kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas
nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (6A)
Cukup jelas.
Ayat (6B)
Cukup jelas.
Ayat (6C)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf ¢

Ayat (3)

Pembagian @ Dana  Tambahan  Infrastruktur
dilakukan berdasarkan imbangan 75% (tujuh
puluh lima persen) untuk Provinsi Papua dan 25%
(dua puluh lima persen) untuk Provinsi Papua
Barat berdasarkan perbandingan indikator jumlah
penduduk, luas wilayah dan jumlah

desa/kampung dan kelurahan.

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 16

Anggaran untuk program subsidi termasuk alokasi

anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan Tahun

2017 yang akan digunakan sebagai pembayaran konversi

tagihan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tahun

2015 yang besarannya ditentukan berdasarkan hasil audit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Angka 13
Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ineligible expenditure”
adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak

diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah
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luar negeri karena tidak sesuai dengan
kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pemberian
Pinjaman” adalah peningkatan pagu Pemberian
Pinjaman akibat adanya lanjutan Pemberian Pinjaman
yang bersifat tahun jamak, percepatan penarikan
Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui dalam
rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian
Pinjaman dan/atau penambahan pagu Pemberian
Pinjaman untuk penerbitan Surat Perintah
Pembukuan /Pengesahan (SP3) atas transaksi
dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah
yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau
Hibah (Notice of Disbursement-NOD). Perubahan pagu
Pemberian Pinjaman tersebut tidak termasuk
Pemberian Pinjaman baru yang belum dialokasikan
dalam APBN Tahun Anggaran 2017.

Yang dimaksud dengan “closing date” adalah tanggal
batas akhir penarikan dana pinjaman/hibah luar
negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara.

Ayat (3)

Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan
SP3 atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman
dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi
Pinjaman dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-

NOD).

Ayat (3A)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Angka 14

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan
Tahun Anggaran 2017” adalah melaporkan perubahan
rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat
yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 20177 adalah
melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran
Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang
tahun 2017 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran
2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (1)

Alokasi anggaran pendidikan termasuk alokasi untuk
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang
merupakan akumulasi dari alokasi anggaran
pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana
abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai Sovereign
Wealth Fund (SWF) Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud
digunakan untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam

bentuk pemberian beasiswa dan riset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Angka 15
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu
berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah
dan/atau bangunan.
Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi
antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam
laporan keuangan PT PLN (Persero) yang telah
diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi
tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2A)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 40
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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